- LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 203 SERI : DD

PERATURAN DAERAH KABUIATEN BANYUMAS

LEMBARAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2003
ABUPATEN BANYUM
= a5 TENTANG
NOMOR : 7 TAHUN 2003 SERI : D
— PEMBENTUKAN LIMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

_ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN DAERATT KARITPATEN BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2003 BUPATI BANYUMAS,

Mcnimbanz  :  a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peruturan Pemerintah
TENTANG Nomor 76 Tohun 2001 temang Pedoman Umum
Pengaturan menganai Daca dan Kepurusan Presiden
Nomnr 49 Tahun 2001 tentang Penatzan Lembaga
Ketalianan Masyarakat Desa atan Sehutan Lam,
maka Peraturan Dasrzh Kabupatza Banynmas
Nomor 13 Tehun 2000 tenoing Pembentukan
Lembaga Adat dan/ateu Kemasyarakatan Di Desa
pecladisesuaikan;

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

b. bahwa sehubungan dengan lal (esebut perlu
mengatur kemball Lembaga Kemasvarukatan Desa
dengan 'eraturan Deemh.
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 13 Tahunl350 tentarg

Pembentukan Daerah-daersh Kabupatcn Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 22 Tatun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tabun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nemor 3839);

Peramuran  Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman [Tmwn Pengaturan Mengenai
Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142,
‘lambahan Lembaran Negara Nomor 1445) ;

. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang

Pepatzan Lembaga Kolabanan Masvarakat Desa
Alan Sehiran Lain;

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13

Tahun 2000 tenang Pembentukan Lembaga Adar
Dan / Atau Kemasyarakatan Desa (Lembaran
Daerak Kabupaten Banyumas Tahun 2000, Nomor
14 Seri D).

-

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN :

Menctapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAD 1
Pasal 1

Dalarn Peraturan Dacruh im yeng dimedksud dengan

Ly o R e e

Lo

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyimas:

Pemeriotal Diasesa b ada bl Pemeringsh Kabupaten Banyumas;

Bupat adalah Bupati Banyumas:

Desa adalah Desa datam Wilavah Kabupaten Banyunias,

Femerintahan Desa adalah Kegatan Pemerintahan yang dilaksanakan
iolely Prermer fntdy Desa dan Badan Perwak ilan Desa:

Femernintah Desa adalah Kepala Desa dan Peranghal Desa:

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPTY adalzh Badan
Perwakilan yang terdiri atas Pemuka pemuka Masyarakat di Desa yang
berfungsi mengavom! adar istindar, membuar Peratmuran Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan
pengawasan terhadap penvelengparazn Pemerintahan Desa;

Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD hersama-
Sama denpan Kepala Desa;
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(1

Lembaga Kemasyarakatan Dess adalah organisasi kemasyzrakatzn
vang ada di Desa vang dibentuk oleh Pemerintaban Desa atas prakarsa
masyarakat éalom upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan
mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanoan, pelaksunaan ¢an
pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masvarakal;
lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yvang sclanjutnya disingkat
LEMD atau sehotan Tain adalah wadal yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan
mewujudkan aspirasl dan kebumhan masyarat di bidung
pembangunin,

Rukur Terangga yeng selanjutnya disebut KT adalah lembapa yang
dibentuk melalui musyawarah masvarakat setempat dolam rangka
pelayapan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditctapkan olch
Desa:

Rukun Warga yang selanjutnya diszbut RW adalih lermhaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang
dicizplan oleh Desa;

NAB 11
MAESUD DAN TUJUAN
Pacal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desaadalah :

4. Sehagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kchidupan
masyarakat yang berasaskan Kkepolong-royongan dan
kekeluarzaan:

b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan gas
pemerintzhan, pembangunan, dan kemasyarakatan,

¢ Schagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh polensi
swaddava masyarakat yang dapat melibatkan scluruh komponen
yang ada dalam usaha menyejalierakan masyarakat;

d. Sebagai upava dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan
pergendalian pembangunan yang beriumpa pada masyarakal
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(2)

(1)

(2)

(1)

(Z)

Tujuan dibentuknya Lembaga Remasyarikatan Desg adalah ;

a. Tercapainya dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat
Desa yang herasaskian golong-royong dan kekeluargaan;

b. Terwujudnys  kelancaran pelaksanaan mgas pemerintahan,
pembargunan, dan kemasyarakatan di Desa yang bercava guna dan
berhasi! guna;

c. Terauudnya . kesejaliieraan masyarakat atas dasar dukungan
seluruh potensi swadaya masyarakar;

d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan
melibatkan seluruh unsor masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pcmbangunan yang bertumpu pada

masyarakal.

EAB 1L
PEMBENTUKAN
Pasal 3

Dalam upaya memberdavakan masvarakat Desa, di Desa dapat
dibentuk Tembags Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai
keburuhan.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Dega sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditctapken cengan Peraturan Desa

BAB IV
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dengan nama LKMD atau sebutan lain sesuan dengan kesepakatan
masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan |2in sesuai keburuhan.
Dalam Wilayah Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan
dengan nama Rukun Tetzng2a (RT) dan Rukun Warga (EW)
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(1)

2
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Rukun Tetangga (RT) scbagaimana dimaksud dalanm ayat (2) dibentuk
dengan ketentuzn paling sedikit terdiri dari 20 Kepala Keluarga dan
paling banyak terdiri dari 50 Kepala Keluarga untuk Desa.
Rukun Warga (RW) sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk
dengan ketentan paling sedikit terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT),
dan paling banyak 10 Rukun Terangga (RT).

BAB V

KEDUDUKAN, THGAS DAN FUINGST
Pasal 8

LEMD etau sebutan lain di tingkat Desa berkedudukan sebagar mitrp

Pemerintah Desa dalam aspek perencansan, pelaksansan, dan

pengendalian pembang unan yang bertumpu pada masyarakat.

Tugat Lembaga Kemasyarakatan Desa sebayaimana dimaksud dalam

ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka :

2. Menvusun rencana pembangunan yang partisipaf;

b, Mengeerakkan swadaya zotong-royong masyarekat;

c. Mn}abmkandRUmcngmdllﬂﬂnptmbﬂflmr

Usitok melaksanakan mgas schagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Lembaga Kemasyarakatan Desi emmpuonyai fungsi ©

4. Penanaman dan pemupukan rasa persaivan cam  Kesalor
masyarakat;

b. Pengkcordmasian perencanaan pembangunan;

¢, Penggalian dan pemanfeatan sumber daya kelembagoan untuk
penibangunan.

Pasal 6
RT dan RW berkedudukan sebazar mutra Pemerintah Dega dalam

aspek pelayznan, pémbinaan masyerckat dan pelaksanaan
pembangunan ;

(2) RT mempunyai ugas -
4. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyamakat vang
menjad: tanggung jawab Pemerintah;
b. Memelihara kerukunan hidup warga,
¢. Menyusun rencana den melaksanakan pembangunan dengan
mengambangkan asplrasidan swadaya murni masyarakat,
(3) Unmwk melaksanakan mugasnya sehagaimana dimaksud dalam ayat (23,
RT mempunyai funasi -
a. Ptrghmmiuuumnxmﬂt WaIEL
b. Pelaksanaan dalam menjenbatani hubungan antara sesama anggota
massurekat dengan Pemerinteh;
¢. Penanganan masalab masolah Eemasyarakatan yamg dihadapi
warpa.
(4) RW mempunyai fugas -
#. Menggerakkan swadaya gotorg-royong dan partisipasi masyarakar
di wilayalmya,
b Membanta kelancaran tugas pelaksanaan LMD atau sehutan lain

dalam bidang pembangunandi Desa.

(5) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimane dimaksud dalam ayat (4],
RW mempunyai igas
a. Penpkoordinasian pelaksanaan tugzs RT awu sebutan lain di
wilayahmye;
b Pelaksapesn dalum menjembatani hubopgan aniar RT dag angar
masyarakat dengan Pemerintah.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 7

Susunan orgamsasi Lembana Kemasyarnkatan Desa secam umum terdiri
dari;

8. Kema;
b Sekréetanis;
L. Benilaluims;

d. Scksi-scksi sesuai dengan kebutuhan.
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Pasal 8

Untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasvarakatan Desa setempat
vang telah berdomisili selurang-kurangnya-2 (dua) tahun berturut-
turut, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Bertagwakepada Tuhan Yang Maha Esz;

b. Setiadan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

c. Sehat jasmam dan rohant;

¢, Berkelakuan baik, jujar danadil;

€. Svarat-syarat lain yang ditentukan Desa yang bersangkutan,

Penpurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW dipilih dani
danoleh anggota sesuai dengan kescpakatan anggotn.

Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan
tengan Keputusan Kepala Desa

Masa bakii kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan
RW adalah 5 (Hima) mhon dan dapal dipilil keslali.

EAB VII
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 9

Hubungan 1 KMD atau scbutan lain dan Lembage Kemnsyarkatan
lain di Desa dengan Pemerintah Desz dalam benwmk kerjasama
menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam
melukxanakan Pembangunan bersifat partisipatif dan berkelanjuten.

Hubungan LKMD atau sebutan laindengan Tembaga atau Organisasi
Kemusyarakatan lginnya, RT dan RW bersifat korsultatif dan
kerjasama vang saling menguntungian.

Hubungan LKMD atau sebutan lain aptar Dess beosifatkeriasama dan
saling membantu setzlah mendapat perselujuan dari Pemedintal Desa
MASINg-Mmasing.

!

(1)

(3)

(4)

(1}

Pasal 10

Ketwe Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Pimpinan dan
Penanggung Jawzb Organisasi bermgas memimpin dan
mengerdalikan semoa kegiatan organisasi,

Sckretaris bertugas membantu Ketua dalam  menyelenggarakan
administrasi dan pelayananuntuk kelancaran ke giatan organisasi

Remdatera bertogas membantn Kewe  dalam  menyelenggarakan
administrasi keuanganuntuk menunjang kegiatan m.'gmwnsi /

Seksi-seks: berrugas membantu Kema dalam melaksanakan kegiatan
organisasi sesuai dengan hidang weasnya masing-masing.

BAD VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Lembaza Kemasyarakatan Desz, RT dan RW berhak mendapatkan
pembinaan dari Pemeriniah, Pemerintah Daerah, dan Penerintah
Desa.

i Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan KW berkewajiban .

a. Memperiehankin dan sewelibars keutuhan Negara  Kesatuan
Republik Indoncsin:

b. Mengamalkan Pancasila danUndang-undang Dasar 1945;

¢. Mentaati segala Perawran Perundang-undangun yang beriaku;

d Meningkatkan kescjahtoraan masyarakat sctompat,

e. Memperhmtikun danmenyalurkan aspirasi masyarakat setempat.
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BAB IX
SUMDER DANA
Pasal 12

Sumber Dana LEML gt sebutan lain, BT dan BEW dapaldipercleh dari :
Bartuan Pemerintah Desa;

Banman Pemerintah Kabupaten;

Bantuan Pemerintah Propinsi;

Barian Pemerinmh;

Bantuan lainnya vang sali;

luran atau swadaya Warga/Masyarakat.

SR

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTLP
Pasal 13

Lembapa Kemasyarakatan Desa. BT dan EW ving teiah ada dan
melaksanakan gas sebagaimana mestinya pada saat berlakunya Peraturan
Dazrah inl, dinyatakan masih terap 2da sampai dengsn dibemtuknya
LembagakKemasyarakaian Desa oleh Desy yamg bersangkutan benlasarkan
Peranran Dasvah ind

Pasal 14
Dengan berlakunye Perauren Deersh ini, maka Peraturan Dasrah
Kahupaten Banyumas Noor 13 Talwun 2000 tentang Pembentukan Lembaga
Adot dan / atau Kemasyarakatandi Desadinyvatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 1S
Peramran Daerah ini mulal berfaky pada tanggal dinodamgkan.
Agar supsyd setiap oeng dapal mengelahuinya, memerintahkan

pongundangan Peraturan Dacrah ini demgan pencmpatannya dalam
Lzmbaran Dazrah Kobupaten Bamyumas

n

Ditetzpkan di Purwokerto
puda tangzal 20 Nopember 2003

BUPATI BANYUMAS
.

ARIS SETIONG

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,

tid.

IMAM DURORI
Wakil Bupsati

I EMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 SERID
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PENTELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 18 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tabun
2001 tentang Pedoman 1 lmum Pengaturan Mengenai Desa, discbutkan
bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa dindakan penyesuaian
herdasarkan Peraturan Pemerintah mi.”

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Baryumas yung
mengatur mengenai Desa vang perlu diadskan penyesuaian atau
penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengamwran Mengenai Desa, adalah
Peramuran Duersh Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2000
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Raliwa Peraturan Dacrah Kabupsten Baryumas Nomor : 18
Tahur 2003 teotang Pembentukan Lembaga Eemasyarakatan Desa
merupakan penyesuaian dan penvempumaan yang disesuzikan dengan
Peramran Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 teniang Padoman Umuam
Pengaturan Mengena Desa dan Keputusan Presiden Nomar 48 tahim
2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakai Desa atau
Sebutan Lain.

Peraturan Dasrah ini memust materi atau Bab-hab yang
berkaitan dengan Ketentuan Umum, Maksud dan  Tujuan,
Pembentukan, Nama Lembags Kemasyarakatan, Kedudukan, Togas
dan Fungsi, Susunan Orpanisasi dan Kepengurusan, Hubungan dan
Tata Kerja, Hak dan Kewajiban, Sumber dana Kepenzurusan,
Hubungan dan Tas Kerja, Hak dan Eeowapban., Sumber dana.
Ketentuan Peralihan dan Penutup.
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Peraturan Daerali Nomor 18 Tabun 2003 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasvarakatan Desa merupakan pedoman bagi Pemérintah
Desz dalam menétapkar Peraturan Desa tentang jenis lembaga
kemasvarakatan Desa yang perlu dibentuk di masing-masing desa.

. PENIELASANPASAL DEMIPASAL
Pazal 1 dan2 - Culun Jelas.
Pasal 3 : Untwk pcmbentukan jemis lembaga

kemasvarakatan vang ada di desa harus
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pazal 4ayat (1) . i Tingkar Desa periu dibeniuk [ KMD
atan sebutan lain ymg berfangsi dan
hertugas di bidang perencanaan,
pelaksanzan dan pengendalian
pembangunan, ferutoma pembangunan
vang dibevar dan Pemerintah dan
swadava masyarakat.

Pasal 4 ayar (2) : RT dan EW merupakan lembaga

kempsyarakatan i dalam wilavah desa
yang periu dibentuk guna menjembatan
alau melayani warga masvarakat dengan

Pemerintahan Desa,
Pasal 4 ayat (3)dant4; : CukupJelas
Pasal 55/d 6 ¢ Cukuplelas



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003

BUPATIBANYUMAS
ftd.
ARISSETIOND

Diundangkan di Purwokerto
Pada tangpal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAGRAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 SER| 1)
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